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ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013
tentang penanggulangan HIV dan AIDS, untuk pemeriksaan diagnosis HIV dapat dilakukan
dengan Voluntary Counseling and Testing (VCT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes
HIV, tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memiliki peran yang sangat besar. Tujuan dari
penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran implementasi program VCT HIV di
Puskesmas Manahan Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah dengan melakukan wawancara mendalam (indepht interview) kepada informan yang
telah dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
komunikasi dari pelaksana program kepada masyarakat sudah dilakukan sosialisasi hanya saja
masih belum optimal karena tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap program
VCT HIV masih kurang. Sumber daya sudah tersedia dengan adanya sarana dan prasarana,
finansial, wewenang, serta informasi, tetapi masih diperlukan pelatihan untuk staf karena saat

konseling analisa nya harus mendalam dan berhadapan secara langsung. Sikap pelaksana
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program sudah mendukung dengan adanya komitmen untuk memberikan pelayanan secara.
Struktur birokrasi sudah cukup baik dengan adanya SOP pelayanan dan pembagian wewenang
dan tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Puskesmas Manhaan
harus terus meningkatkan performa penyelenggaraan program VCT HIV.

Kata Kunci: Implementasi, VCT HIV, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur
Birokrasi

ABSTRACT

Based on the Regulation of the Health Minister of Indonesia (Number 21, 2013) on HIV
and AIDS Response, HIV diagnosis examination can be conducted through Voluntary
Counselling and Testing (VCT). In addition, the Regulation of the Health Minister of Indonesia
(Number 74, 2014) on Guidelines for the Implementation of HIV Counselling and Testing
emphasizes the crucial function of health workers. The study aimed to represent the
implementation of the HIV VVCT program at Puskesmas Manahan in Surakarta City. This study
employed a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through
comprehensive interviews with carefully determined informants using purposive sampling.

The results revealed that communication between program implementers and the community
was conducted through socialization. However, the level of understanding and awareness of the
HIV VCT program requires to be improved. Resources such as facilities, infrastructure, finance,
authority, and information are readily available. Nevertheless, additional training is essential for
staff to enhance their analytical skills during counseling sessions and direct patient interactions.
The attitude of program implementers is supportive, as demonstrated by their commitment to
providing optimal services. The bureaucratic structure is also quite good, as seen from the
existence of service SOPs and the division of authority and responsibility according to their
respective competencies. Puskesmas Manahan must persist in enhancing the performance of its
HIV Voluntary Counseling and Testing (VCT) program implementation.

Keywords: Bureaucratic Structure, Communication, Disposition, HIV VCT, Implementation,

Resources



PENDAHULUAN

Kondisi kesehatan masyarakat yang
baik merupakan komponen penting dalam
menjalankan pembangunan nasional. Dalam
Pasal 28H ayat (1) dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan. UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan juga menyatakan bahwa hak yang
sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
juga diberikan kepada semua orang.

Saat ini, globalisasi memasuki semua
aspek  kehidupan Indonesia. Orang-orang
dengan gaya hidup konsumtif telah dibentuk
oleh pergeseran gaya hidup, yang berdampak
pada kehidupan sosial masyarakat, terutama di
HIV/AIDS

disebabkan oleh pergeseran nilai dari yang

pedesaan.  Penularan  virus
tradisional ke yang modern, seperti gaya hidup
hedonis, hura-hura, lokasi, narkoba, dan
perilaku seksual bebas. Selain itu,
penanggulangan HIV/AIDS kurang efektif
karena belum dianggap sebagai masalah
prioritas oleh sektor kesehatan maupun sektor
pembangunan  yang  terkait,  meskipun
HIV/AIDS adalah penyakit menular yang serius
dan berbahaya.

Menurut Permenkes Republik Indonesia
No. 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan
HIV dan AIDS dan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No.74 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling

dan Cek HIV, tenaga kesehatan yang

bertanggung jawab memikul beban yang
signifikan.

Sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) yang
VCT-HIV,

puskesmas dianggap sebagai unit pelaksanaan

menyelenggarakan program
teknis yang bertanggung jawab  untuk
melakukan kebijakan kesehatan untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya. Dari 17 Puskesmas yang ada di Kota
Surakarta, Puskesmas Manahan adalah yang
pertama.sebagai pelaksana program Voluntary
Counseling and Testing (VCT) HIV sejak tahun
2006.

Tabel 1. Data 3 Puskesmas Dengan Jumlah Pasien
HIV Tertinggi di Kota Surakara Tahun 2022

No Puskesmas Jumlah  Persentase

1 Banyuanyar 23 0,25
2 Manahan 24 0,95
3 Purwosari 14 0,21

Sumber: Dinas Kesehatan Surakarta

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa
prevalensi kasus HIV tahun 2022 di Puskesmas
Banyuanyar  sebesar  0,25%, Puskesmas
Manahan sebesar 0,95%, Puskesmas Purwosari
sebesar 0,21%. Puskesmas Manahan memiliki
prevalensi  kasus HIV  paling tinggi
dibandingkan jumlah pasien HIV di Puskesmas
Banyuanyar dan Puskesmas Purwosari. Prinsip
"Temukan Obati Pertahankan" (TOP) dapat

digunakan untuk meningkatkan jumlah kasus



HIV yang ditemukan. Untuk mengakselerasi
penggunaan strategis SUFA ARV, VCT
digunakan secara mobile pada populasi kunci:
LSL (Lelaki Suka Lelaki), WPS (Wanita
Pekerja Seks), Waria, dan Penasun.

Tabel 2. Jumlah pasien yang melakukan cek VCT
HIV di Puskesmas Manahan Kota Surakarta

Tahun Jumlah
2022 877
2023 720

Sumber : Dinas Kesehatan Surakarta

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas
Kesehatan Kota Surakarta menunjukkan bahwa
pasien yang melakukan cek VCT HIV di
Puskesmas Manahan pada tahun 2022 sejumlah
877 pasien dan pada tahun 2023 sejumlah 720
pasien. Jumlah data di atas sudah mencakup
individu yang rentan terhadap HIV, seperti
WPS, Waria, LSL, Penasun, lbu Hamil, dan
Pasien TBC.

Dari data diatas terjadi penurunan
persentase cakupan cek VCT HIV pada
kelompok berisiko sebanyak 6,27% dimana
pada tahun 2022 sejumlah 35,05% dan di tahun
2023 sejumlah 28,78% .

Berdasarkan latar belakang di atas,
maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Analisis Implementasi
Program Voluntary Counseling and Testing
(VCT) HIV di Puskesmas Manahan Kota

Surakarta.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan

untuk mendeskripsikan implementasi program

VCT HIV dalam pelayanan kesehatan di
Puskesmas Manahan adalah menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan di
Puskesmas Manahan Kota Surakarta dalam
kurun waktu Januari - Februari 2024. Metode
purposive  sampling  digunakan untuk
mengumpulkan data dengan mengadakan
wawancara mendalam (indepth interview)
kepada staf penanggung jawab atas program
VCT HIV di Puskesmas Manahan Kota
Surakarta dan 4 orang yang bekerja sebagai

pelaksana program VCT HIV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Program Voluntary
Counseling And Testing (VCT) HIV Di
Puskesmas Manahan Kota Surakarta
Analisis Implementasi Program Voluntary
Counseling And Testing (VCT) HIV Di
Puskesmas Manahan Kota Surakarta adalah
teori yang terdiri dari sekumpulan konsep dan
definisi saling terkait yang disusun secara
sistematis dari tulisan ilmiah sebelumnya. Teori
ini menjelaskan hubungan antara gejala atau
fenomena tertentu dengan menggunakan
berbagai metodologi penulisan.

Terdapat beberapa model implementasi
menurut para ahli, salah satunya model
implementasi kebijakan publik menurut George
Edward 1l (1980) terdapat 4 faktor yang
mepengaruhi  keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan antara lain komunikasi
(communication) , sumber daya (resource) ,
disposisi (disposition) , dan struktur birokrasi

(bureaucratic structure).



Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas atau
peristiwa di mana informasi ditransmisikan
antara individu atau kelompok pesan tulisan dan
lisan, isyarat atau simbol lainnya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, pelaksana
kebijakan harus menyampaikan informasi
kepada penerima kebijakan dengan cara yang
jelas, tepat, dan konsisten.

Informasi untuk pelaksanaan program
VCT HIV di Puskesmas Manahan sudah jelas
dengan adanya surat keputusan yang berisi
tentang undang-undang yang mendasari
pemegang program dan tim pengelola VCT
HIV sesuai tugas masing-masing. Surat
keputusan tersebut akan diperbaharui setiap
tahunnya. Hasil tersebut sejalan dengan teori
Edwards Ill  bahwa informasi mengenai
kebijakan harus jelas dan konsisten denga napa
yang akan dijalankan  supaya tidak
membingungkan para pelaksana.
Informasi tentang program VCT HIV telah
disampaikan dengan baik kepada pelaksana di
Puskesmas Manahan dan mereka
memahaminya. Namun, sosialisasi dengan
masyarakat  belum optimal dikarenakan
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
VCT HIV masih rendah. Masyarakat yang
belum memahami tentang program VCT HIV
masih takut untuk melakukan tes VCT HIV
secara sukarela dan masyarakat yang sudah mau
melakukan cek VCT HIV menggunakan nama
alias atau samara tidak menggunakan nama asli
sesuai identitas. Hasil tersebut sesuai dengan
teori Edwards 111 bahwa penyampaian informasi
sesama implementor harus tepat, jelas, dan
akurat, tetapi  belum  optimal dalam

penyampaian informasi dari implementor

kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Hudayah dkk 2021,
bahwa komunikasi dalam bentuk sosialisasi
sudah dilakukan tetapi belum optimal karena
pada umumnya informan (pasien) masih kurang

memahami tujuan dan manfaat VCT.

Sumber Daya

Sumber daya yang sudah memadai
dapat membantu implementasi kebijakan atau
program. Staf pelaksana, informasi, otoritas,
dan fasilitas adalah beberapa contoh sumber
daya yang dapat membantu implementasi
kebijakan atau program.

Staf pelaksana di Puskesmas Manahan
dalam menjalankan program VCT HIV sudah
sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Tetapi untuk jumlah staf dalam pelayanan VCT
HIV masih terdapat staf yang kurang untuk
konselor karena di Puskesmas Manahan
memiliki target 471 pasien VCT HIV dalam 1
tahun. Staf yang terlibat langsung dalam
program VVCT HIV hanya ada 5 yang terdiri dari
dokter muda, perawat konselor, pranata
laboratorium, apoteker, dan petugas RR, karena
di dalam SOP Pelayanan VCT untuk jumlah
minimum untuk Konselor VCT terlatih 3-5
petugas dengan kompetensi menyelesaikan
pendidikan S1 dan berlatar belakang psikologi,
ilmu terapan psikologi dan konseling, ilmu
sosial, dan pastoral. Minimun pendidikan adalah
SMA sederajat, mengikuti program pelatihan
khusus untuk HIV/AIDS, memiliki probadi
yang stabil dan matang serta usia maksimal 40
tahun. Masih diperlukan pelatihan untuk staf
karena saat konseling analisa nya harus
mendalam dan berhadapan secara langsung.

Untuk pelatihan sudah diberikan kepada staf



yang terlibat tetapi masih ada staf yang tidak
berhadapan langsung jadi menyebabkan staf
tidak terasah saat melakukan konselingHasil
tersebut bertentangan dengan gagasan Teori
Edwards Il bahwa sumber daya penting
termasuk karyawan dengan ukuran dan keahlian
yang tepat. Hasil tersebut sejalan dengan
penelitian ~ Armanita tahun 2008 yang
menunjukkan bahwa sebagian petugas belum
mengikuti pelatihan VCT, sehingga jumlah
petugas yang benar-benar melakukan VCT
masih sedikit. Ini juga berdampak pada
kemampuan petugas, terutama kemampuan
konseling.
Kompetensi  bidang masing-masing telah
menentukan wewenang staf puskesmas dalam
memberikan  layanan  kesehatan.  Semua
karyawan puskesmas diberi wewenang ini oleh
kepala puskesmas. Setiap tahun, Sesuai dengan
kompetensi mereka, staf puskesmas diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas.
Hasil tersebut sejalan dengan teori Edwards 111
bahwa pelaksana program harus memiliki
otoritas yang diperlukan untuk memastikan
pelaksanaan kebijakan dengan benar. Ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71
Tahun 2013, yang memberikan tenaga
kesehatan kewenangan untuk melakukan
praktik profesi sesuai dengan kompetensi
mereka.

Di Puskesmas Manahan, program VCT
HIV didukung oleh sarana dan prasarana.
Masyarakat dapat menganggap fasilitas-fasilitas
ini  sebagai tempat untuk mendapatkan
perawatan kesehatan di puskesmas. Puskesmas

Manahan memiliki sarana dan prasarana yang

sangat mencukupi dan memenuhi standar
minimal 85%. Ini termasuk papan nama yang
jelas yang menunjukkan ruangan atau Klinik,
ruang tunggu yang nyaman dengan kotak saran,
ruang konseling, laboratorium, alat pengujian
darah dan hasil, dan jam layanan konseling dan
tes sesuai dengan jam kerja puskesmas. Hasil
tersebut sejalan dengan teori Edwards 111 bahwa
fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana salah
satu faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Hal tersebut sesuai menurut
Kepmenkes RI Nomor:
1507/Menkes/SK/X/2005, VCT harus mrmiliki
sarana dan prasarana ruang tunggu, jam Kkerja
layanan, ruang konseling, ruang pengambilan
darah, ruang petugas kesehatan, dan ruang
laboratorium.

Sumber daya finansial  sebagai
penunjang dalam pelaksanaan program VCT
HIV di Puskesmas Manahan berasal dari dana
APBN atau APBD. Program VCT HIV
merupakan salah satu program dari Pemerintah
dan dilakukan sukarela, jadi untuk segala
pemeriksaan VCT HIV di Puskesmas Manahan
gratis tidak dipungut biaya apapun dari mulai
pendaftaran sampai pengambilan hasil lab
pemeriksaan. Hasil tersebut sesuai dengan teori
Edwards |11 bahwa untuk pelaksanaan kebijakan
harus ada sumber daya finansial sebagai
penunjang. Penelitian Gita Adearni Purba dkk
2023, juga menjelaskan bahwa biaya untuk
melakukan pemeriksaan VCT HIV gratis tidak
dipungut biaya karena VCT HIV merupakan

salah satu program dari Pemerintah.

Disposisi
Keberhasilan implementasi kebijakan

atau program dapat didukung dari sikap



pelaksana program tersebut. Staf yang memiliki
sikap positif terhadap kebijakan atau program
akan memastikan bahwa kebijakan atau
program dilakukan dengan benar. Dalam
implementasi kebijakan, pelaksana harus tidak
hanya mengetahui apa yang harus dilakukan
jika mereka ingin berhasil secara efektif dan
efisien, tetapi mereka juga harus dapat
melaksanakan kebijakan program.

Sikap dari pelaksana program VCT HIV di
Puskesmas Manahan sudah mendukung dengan
memberikan pelayanan secara profesional tidak
mendiskriminasi dan sesuai prosedur dari
pendaftaran  sampai  pengambilan  hasil
pemeriksaan. Hasil tersebut sejalan dengan teori
Edwards 11l bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan dapat didukung dengan sikap dari
pelaksana yang memiliki keinginan untuk
melakukan kebijakan. Hal ini sejalan dengan
penelitian Dinda Wisdayanti 2021, jika para
pelaksana menunjukkan sikap atau
kecenderungan positif terhadap dukungan
mereka terhadap pelaksanaan kebijakan, ada
kemungkinan besar bahwa kebijakan tersebut
akan diterapkan sesuai dengan keputusan awal.
Staf puskesmas telah memenuhi kompetensi
masing-masing sesuai dengan Surat Tanda
Registrasi, Surat lzin Praktek, dan keahlian
yang diperlukan untuk melakukan tugas
mereka. Hasil ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013, yang
memberikan tenaga kesehatan kewenangan
untuk menjalankan praktik profesi mereka
sesuai dengan kompetensi mereka.

Keterlibatan staf puskesmas dalam program
VCT HIV ditunjukkan dengan komitmen
pelayanan, yang menunjukkan bahwa mereka

dapat memberikan layanan sesuai dengan

standar pelayanan yang ditetapkan. Hasil
tersebut sesuai dengan teori Edwards Il bahwa
tingkat  komitmen  pelaksana  terhadap
implementasi  kebijakan dapat menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil
tersebut sejalan dengan penelitian Annisa
Istigomah 2020, bahwa Komisi Penanggulangan
AIDS, dinas kesehatan, dan puskesmas sama-
sama memiliki komitmen yang baik dalam
implementasi  penanggulangan  HIV/AIDS
tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan
program VCT HIV dilakukan dengan
monitoring dan evaluasi setiap  bulan.
Puskesmas setiap hari melakukan pelaporan di
aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS)
lalu akan di evaluasi setiap bulan oleh PIC VCT

HIV.

Struktur Birokrasi

Karena tanpa struktur organisasi,
kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik,
struktur organisasi juga dapat menentukan
berhasil tidak nya suatu imolemenbtasi
kebijakan.n Komponen struktur birokrasi ini
mencakup 2 hal penting yaitu mekanisme dan
struktur ~ organisasi pelaksana  sendiri.
Mekanisme implementasi program biasanya
telah ditetapkan melalui prosedur operasional
standar (SOP), yang termasuk dalam pedoman
program kebijakan.

Dalam pemberian pelayanan kepada
pasien VCT HIV di Puskesmas Manahan sudah
terdapat SOP pelayanan yang berisi tentang
judul, pengertian, dasar hukum, prosedur
kegiatan. Teori Edwards 111 menjelaskan bahwa
organisasi dalam mengelola kebijakan harus

mengembangkan standar operasional prosedur



(SOP) suoaya implementasi kebijakan berjalan
dengan efektif.

Dalam melaksanakan program VCT HIV di
Puskesmas Manahan, struktur birokrasinya
cukup baik. Sudah ada pembagian wewenang
dan tanggung jawab sudah sesuai dengan
kompetensi masing-masing dalam pelayanan
kesehatan untuk memastikan bahwa kegiatan
terlaksana dengan baik. Sesuai dengan teori
Edwards 111 bahwa penyebaran tanggung jawab
dalam suatu bidang harus disesuaikan dengan
keahlian masing-masing. Menurut penelitian
Rheina Magvira 2020, kepala puskesmas dapat
melacak dan mengevaluasi kinerja penanggung
jawab program melalui penerapan kebiajkan
VCT HIV di wilayah Puskesmas Talise
Kecamatan  Mantikulore, hal ini dapat
memudahkan  kepala  puskesmas  untuk
monitoring dan evaluasi kinerja penanggung
jawab program. Selain itu, telah terbentuk
struktur organisasi puskesmas untuk
menetapkan fungsi dan tanggung jawab masing-
masing agar program yang dilaksanakan lebih
terarah karena sudah memiliki tanggung jawab

masing-masing.

KESIMPULAN

1. Selama pelaksanaan program VCT
HIV  di

komunikasi antar pelaksana dan

Puskesmas Manahan,
masyarakat sudah optimal. Namun,
pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang program  masih  kurang.
Masyarakat yang belum memahami
tentang program VCT HIV masih takut
untuk melakukan tes VCT HIV secara

sukarela dan masyarakat yang sudah

mau melakukan cek VCT HIV
menggunakan nama alias atau samara
tidak menggunakan nama asli sesuai
identitas.

2. Sumber daya di Puskesmas Manahan
dalam implementasi program VCT
HIV sudah tercukupi dengan teredia
nya tenaga kesehatan, sarana prasarana,
finansial, wewenang yang sudah sesuai,
dan informasi yang jelas. Tetapi masih
diperlukan pelatihan untuk staf karena
saat konseling analisa nya harus
mendalam dan berhadapan secara
langsung. Untuk pelatihan sudah
diberikan kepada staf yang terlibat
tetapi masih ada staf yang tidak
berhadapan langsung jadi
menyebabkan staf tidak terasah saat
melakukan konseling.

3. Pelaksana dalam implementasi program
VCT HIV di Puskesmas Manahan
sudah memberikan pelayanan kepada
pasien secara professional berdasarkan
prosedur yang sudah ditetapkan
masing-masing

4. Struktur birokrasi program VCT HIV
di Puskesmas Manahan sudah cukup
baik dengan adanya SOP pelayanan
dan pembagian wewenang dan
tanggung jawab sesuai dengan keahlian

di bidang masing-masing.
SARAN

1. Meningkatkan sosialisasi program VCT
HIV  kepada masyarakat melalui
metode  komunikasi  yang lebih

mendalam dan menarik, mendorong



masyarakat untuk mengetahui dan
memahami tentang program VCT HIV.
Meningkatkan ~ kembali ~ pelatihan
kepada staf yang terlibat maupun yang
tidak terlibat, agar staf dapat
berhadapan langsung dan staf bisa lebih
terasah saat melakukan konseling ke
pasien karena masih kurang nya staf

yang terlibat sebagai konselor.

3. Terus meningkatkan  pengawasan

terhadap pelaksanaan program VCT
HIV agar hambatan-hambatan selama
pelaksanaan program bisa teratasi
menjadi lebih baik lagi.

Saran untuk peneliti yang akan datang
adalah agar mereka dapat melakukan
penelitian dengan melihat perspektif
VCT HIV dari masyarakat.
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